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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas
segala limpahan rahmat dan hidayahNya, Tim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah dapat melaksanakan
tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai
dengan rencana. Shalawat dan salam tercurah ruah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
memiliki kewenangan dan tugas pokok salah satu diantaranya adalah melakukan
pengawasan pada Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
2182/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, menunjuk Tim
Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang terdiri dari 4 (empat)
hakim Tinggi, (satu) Panitera Pengganti dan 1 (satu) orang Analis Pengelolaan
Keuangan APBN Ahli Madya, berbagi tugas sehingga waktu yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien. Pemeriksaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yaitu
dari tanggal 5 s.d. 7 Nopember 2024.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditunjuk.

Diakhir tugas Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan kesanggupan
seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memperbaiki dan
menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam
menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 7 Nopember "2024
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LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN REGULER
HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN

i

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung RI;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin
Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentanrg Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan

Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;



11.

12.

13

14.

15.

16.

178

18.

19.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya
Perkara;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan
Panggilan / Pemberitahuan;

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku [ dan Buku IT (Edisi
Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang
Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-
Badan Peradilan; "

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan
Peradilan Dibawahnya;

Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor 2182/KPTA.W9-
A/ST.PWI1.1/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penugasan Tim Pengawas pada

Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

A.
B.

Manajemen Peradilan

Administrasi Perkara

. Administrasi Persidangan

C
D.

Administrasi Kesekretariatan

. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar;

tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian dan perpustakaan);

E
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN
1
2
3

Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan Barang Milik
Negara (BMN); Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;



4, Untuk Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi
Persidangan;
5. Menjaga terwujudnya

D. METODOLOGI PENGAWASAN
Pemeriksaan dokumen;
Melakukan Wawancara,
Melakukan Konfirmasi;
Melakukan Observasi;

O B N

Melakukan pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik;

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN
Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal
31 Desember 2024 bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengawasan
dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan
publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG
Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya

sebagai berikut:

1. Nama . Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.
Nip : 196701151992031005
Golongan . Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi _
Unit Kerja . Pengadilan Agama Jakarta Selatan
2 Nama . Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.
Nip : 196607101994031002
Golongan : Pembina Tingkat | (IV/b)
Jabatan . Panitera Pengganti
Unit Kerja . Pengadilan Agama Jakarta Selatan
3.  Nama . Drs. Muhammad Akyas



Nip
Golongan
Jabatan

Unit Kerja

Nama
Nip
Golongan
Jabatan

Unit Kerja

Nama
Nip
Golongan
Jabatan

Unit Kerja

Nama
Nip
Golongan
Jabatan

Unit Kerja

195802061986031003
Pembina Utama (IV/e)
Hakim Tinggi

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Dr. Fauzan, S.H., M.M., M.H.
196504051992031006
Pembina Utama (IV/e)

Hakim Tinggi

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Drs. Chalid L, M.H.
196710051993031009
Pembina Utama Madya (I1V/d)
Hakim Tinggi

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Dewi Utari, S.E., M.M.
197901022006042001
Pembina Tingkat | (IV/b)

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya

Pengadilan Agama Jakarta Selatan



BAB Il
TEMUAN - TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

T

Kondisi
Program kerja belum mencakup uraian tentang cara pencapaian tujuan dan

sasaran

Kriteria
1. Lampiran |. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
2-144/KMA/SK/VIINI2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab

Dokumen sistematika penyusunan dan materi program kerja tahun 2023 yang
menjadi acuan kinerja satu tahun ke depan, dengan sistematima penyusunan
dan materi laporan tahunan 2023 tidak sinkron antara j}enis pekerjaan yang
diprogramkan dan telah dijalankan dengan jenis pekerjaan yang telah

dijalankan.

Akibat

terjadi kesulitan progran jenis pekerjaan apa yang sempurna dilaksanakan,
kurang sempurna pelaksanaan dan kendalanya, tidak dapat dilaksanakan dan
apa penyebabnya tidak nampak di pelaporan tahunan. Contoh: Program Kerja
Tahun 2024, pada Bab Ill. Program Kerja, tetapi pada laporan tahun 2024 ,
pada Bab lll, tentang "Sumber Daya Manusia", dan terjadi pada Bab-Bab

lainnya.

Rekomendasi
dokumen program kerja tahun 2024 dengan laporan tahun 2024 sistematika
dan materinya disesuaikan, sehingga gampang mengukur tercapai berapa

persen, dan tidak tercapai berapa persen.

. Kondisi

Program kerja belum meliputi seluruh kegiatan secara lengkap disertai jadwal,

target yang akan dicapai serta sesuai DIPA tahun berjalan



Kriteria

Lampiran |. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
Belum mencakup 5 pokok isi yang harus ada dalam sebuah program kerja,

yaitu: 1. Tujua Utama, 2. Tenggang waktu pelaksanaén menuju tujuan, 3.
Jenis-jenis tindakan nyata yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan, 4.
Pembagian tugas jenis-jenis tindakan yang harus dikerjakan untuk mencapai
tujuan tersebut kepada masing-masing bidang, 5. Kegiatan Evaluasi terhadap
pelaksanaan No.3 dan 4 tersebut, yang meliputi perencanaan evaluasi,

pelaksanaan evaluasi, dan rekomendasi atau tindak lanjut atas temuan

evaluasi.

Akibat

empat unsur manajemen yang baik tidak terpenuhi. Buktinya dalam program
kerja tidak dicantumkan subjudul "Evaluasi”, yang mengevaluasi tindakan
jenis-jenis pekerjaan yang telah dibagikan kepada bidan"g—bidang. Tetapi ada
subjudul "Pengawasan dan Pembinaan" yang materinya masalah lain yang
tidak mengacu kepada jenis pekerjaan dan pembagian pekerjaan yang telah

ditetapkan di atasnya.

Rekomendasi

Direkomendasikan agar dalam menyusun program kerja tahun yang akan
datang, disusun berdasarkan kerangka: A.Tujuan Utama, B. Tenggang waktu
pelaksanaan, C. Menetapkan Jenis-jenis pekerjaan untuk mencapai tujuan,
D. Pembagian tugas habis terhadap jenis-jenis pekerjaan untuk mencapai
tujuan tersebut kepada masing-masing Kepala Bagian sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing, dan yang terakhir adalah E. Evaluasi,
yang mencakup a. perencanaan pelaksanaan evaluasi, b. pelaksanaan

evaluasi, dan c. tindak lanjut atas temuan-temuan hasil evaluasi.

. Kondisi
belum disusun indikator kinerja atau ukuran keberhasilan program serta

tujuan yang akan dicapai oleh pengadilan pada tahun berjalan



Kriteria
Lampiran |. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-
144/KMA/SK/VINI/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Sebab
tidak Macht, tidak linier antara program kerja tahun 2024 misalnya, dengan

laporan tahunan tahun 2024 misalnya.

Akibat

tidak bisa diukur jenis bidang program kerja di bidang apa yang berhasil
100%, berhasil 80%, berhasil 75%, apa kendalanya? kendala SDM yang tidak
kompetenkah, kendala biayakah, kendala disiplinkah, dan lain sebagainya.

Rekomendasi

Program kerja bidang apa harus jelas, menjadi tuposi bidang apa jelas, cara
mengerjakannya juga harus jelas, jika berbasis anggaran maka anggaran
harus jelas, sehingga saat evaluasi menjadi jelas tolok ukur menilainya.
Contoh: Program E-Cort 70% pada Tahun 2024, cara melaksanakan sudah
ditetapkan, Jajaran Panitera sebagai pelaksana program. Maka saat evaluasi
dan laporan dapat diukur berapa % capaiannya, faktor yang mendukung jika

tercapai, faktor-faktor penghambat jika tidak tercapai.

. Kondisi
Laporan hasil pengawasan bidang dari hakim pengawas bidang belum

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

Kriteria

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 145/KMA/ SK/N/11/2007
tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku [V tentang
pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan

peradilan; )
2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab

Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53.

Sebab
Pengaduan masyarakat melalui websait, hanya dijawab sambil lalu oleh



petugas web, tetapi belum dirapatkan oleh pimpinan dan diberikan jawabab

yang tepat dan benar, serta tindak lanjut yang konkrit dan cepat.

Akibat
Masyarakat semakin banyak memberikan hujatan, kekecewaan, dan

keprihatinannya.

Rekomendasi

Setiap ada pengaduan masyarakat melalui websait, segera diberikan jawaban
oleh Pimpinan dengan cepat, tepat dan benar.
Contoh jawaban sambil lalu itu "Terima kasih masukannya, dan akan segera
kami tidak lanjuti”, "Terima kasih sarannya, dan mohon maaf atas ketidak

nyamanannya". Tetapi tidak ada tindak lanjut konreit yang cepat.

. Kondisi
Tim Penilai PPNPN belum melakukan penilaian setiap triwulan dan evaluasi

akhir tahun.

Kriteria
Surat Sekretaris MA No 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Sebab
tidak ditemukan dokumennya.

Akibat
tidak terpenuhinya pelaksanaan item program penilaian PPNPN triwulan dan

tahunan.

Rekomendasi
Agar dilaksanakan pertriwulan evaluasi terhadap PPNPN.

Kondisi
belum ada program yang belum dilaksanakan dan apa kendalanya sehingga

belum terlaksana.



Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjenjangan
Kinerja;

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang berada dibawahnya;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab | pasal 1,
pasal 4, pasal 442, 443, 444 .

4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan hal
149;

5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya;

6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung R| dan Komisi Yudisial Rl Nomor
2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim;

Sebab

Ada beberapa program yang sampai pemeriksaan dilaksanakan belum bisa
terlaksana karena kendala masalah dana, masalah waktu, masalah hasilnya.
Misalnya SMAP, Pejabat Struktural dan lain-lain.

Akibat
Beberapa bidang yang diprogramkan tidak terlaksana sesuai rencana.

Rekomendasi

Agar Program kerja tahun 2024 direviu dan disebutkan kendala kendala serta
sebab -sebab tidak terlaksana sesuai rencana.Program kerja yang tidak
terlaksana sesuai dengan jadwal seperti proram SMAP, Usulan pejabat
struktural dan lain sebagainya agar diusulkan kembali dan diprogramkan pada
tahun 2025.

Kondisi
Apakah ada hubungan (koordinasi) dengan instansi di luar Pengadilan seperti



dengan Muspida, Perguruan Tinggi dan Institusi Penegak Hukum lainnya

seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

1. Kriteria
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjenjangan
Kinerja Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang berada dibawahnya;

2. Peraturan Mahkamah Agung Rl 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab | pasal 1,
pasal 4, pasal 442, 443, 444 :

3. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan hal
149;

4. Peraturan Pemerintan Rl Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya;

5. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Rl dan Komisi Yudisial Rl Nomor
2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim;

Sebab
Pimpinan Pengadilan tidak punya cukup waktu karena keburu pindah.

Akibat
Koordinasi kurang berjalan dengan baik.

Rekomendasi
Pimpinan Harus menyiapkan waktu dan berkoordinasi dengan Forkopimda

B. ADMINISTRASI PERKARA
1. Kondisi
Register perkara kecuali yang belum tersedia di SIP (Register uang titipan
(Konsignasi), Register P3HP (R1-PA 11), Register Eksekusi Putusan Arbitrase

Syariah belum diselenggarakan secara elektronik (e-register).

10



Kriteria

1. SK KMA Nomor 71/KMA/ SK/IVV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP pada
PengadilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama

2. SK KMA No. KMA /32/SK/ IV/2006 (Buku Il Edisi 2013) Angka [, huruf A,
angka 5;

3. KMA No 363/KMA/ SK/XI1/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama

Sebab
Belum dibuat Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.

Akibat
Apabila terdapat perkara eksekusi putusan arbitrase syariah, perkara tersebut

dimasukkan ke dalam registrasi eksekusi biasa.

Rekomendasi
Membuat usulan ke Ditjen Badilag untuk membuat Register Eksekusi Putusan

Arbitrase Syariah.

2. Kondisi
Apabila Penggugat/Pemohon belum mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan
sejak pemberitahuan tersebut maka sisa panjar biaya perkara tersebut
dikeluarkan dari buku jurnal keuangan bersangkutan dan dicatat dalam buku
tersendiri sebagai uang tak bertuan, selanjutnya uang tak bertuan tersebut

belum disetorkan ke Kas Negara.

Kriteria
Pasal 26 ayat (5) Qanun 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sebab

Perkara yang sisa panjarnya belum dikembalikan kepada Pemohon/Penggugat
adalah perkara sebelum tahun 2016 dan sudah dikeluarkan dari jurnal
keuangan perkara. Pemberitahuan kepada pihak berperkara sudah dilakukan

ada yang menunggu sampai 6 bulan.

Akibat
Jadi beban bagi pengelola keuangan perkara terhadap keuangan perkara yang
terdaftar sebelum tahun 2016, dan Penggugat/Pemohon belum menerima sisa
panjar yang menjadi hak mereka.

11



Rekomendasi
Agar disetor ke kas negara apabila sudah diberitahukan /panggilan untuk
mengambil sisa panjar perkara kepada pihak berperkara sudah lebih dari 6

bulan.

. Kondisi )
Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG

2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.

3. SK KMA No. KMA 01/8K/1/1991, tentang Pola Bindalmin

4. SK KMA No. KMA /32/SK/IVV/2006 (Buku Il Edisi 2013) Angka |, huruf A, angka 9
Sebab

Salinan putusan belum terhimpun untuk dijilid sesuai dengan klasifikasinya dan
disimpan di perpustakaan

Akibat

Pelaksanaan SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 tentang pedoman pelaksanaan
tugas dan administrasi pengadilan agama, buku Il, angka 1 huruf A tentang
pengarsipan belum maksimal.

Rekomendasi

Menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-

masing dan menyimpannya di perpustakaan.

. Kondisi
belum Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk
dimasukkan dalam boks untuk disimpan dalam rak/almari tersendiri.
Kriteria
1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG
2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.
3. SK KMA No. KMA 01/SK/1/1991, tentang Pola Bindaimin
4. SKKMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku Il Edisi 2013) Angka |, huruf A,
angka 9
Sebab
Petugas Arsip belum melaksanakan penyimpanan berkas yang memiliki nilai

sejarah tersendiri

12



Akibat
Pelaksanaan SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 tentang pedoman pelaksanaan

tugas dan administrasi pengadilan agama, buku Il, angka 1 huruf A tentang
pengarsipan belum maksimal.

Rekomendasi

Arsiparis PA Jakarta Selatan menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki
nilai sejarah untuk dimasukan dalam box dan disimpan dalam rak/lemari

sendiri.

. Kondisi

Kearsipan perkara secara elektronik belum dikelola sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Kriteria

SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Bab VIII Huruf B

Sebab

Pengarsipan dokumen elekironik belum dicadangkan dalam cakram padat
(Compact Disk).

Akibat )

Belum terlaksananya SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/1/2020 Bab
VIl Huruf B secara maksimal

Rekomendasi

Agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyiapkan sarana dan

prasarananya.

. Kondisi

Kearsipan perkara secara elektronik belum dikelola sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Kriteria

SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/1/2020 Bab VIII Huruf D;

Sebab |

Monitoring kearsipan secara elektronik terhadap proses dan pengarsipan
sudah dilakukan, melalui sistem informasi pengadilan hampir setiap hari,
namun belum dibuatkan laporan hasil monitoring dan melaporkannya kepada

ketua dan panitera
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Akibat

Belum terlaksananya SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Bab
VIl Huruf B secara maksimal

Rekomendasi

Panitera Muda Gugatan / Permohonan, membuat laporan hasil monitoring dan

melaporkannya kepada ketua dan panitera

. Kondisi

Pencadangan data belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kriteria L

SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Bab VIII Huruf

Sebab

Pencadangan database dilakukan setiap hari dengan cara mengimpor
langsung ke server database cadangan. Sementara itu, pencadangan
langsung ke hard disk tidak dilakukan setiap hari.

Akibat

Belum terlaksananya SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Bab
VIII Huruf B secara maksimal

Rekomendasi

Admin PA Jakarta Selatan harus mencadangkan database langsung ke hard

disk setiap hari.

. Kondisi

Pencadangan data belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kriteria

SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/1/2020 Bab VIII Huruf

Sebab

Panitera Muda Hukum bertanggung jawab memonitor pencadangan data yang
dituangkan dalam bentuk cheklist.

Akibat

Pelaksanaan SK Dirjend Badilag No 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Bab VIII belum
maksimal

Rekomendasi

Panitera Muda Hukum membuat cheklist terhadap monitoring pencadangan
data.
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C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1.

Kondisi

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kriteria

Sema Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
Sebab

Terdapat perkara yang belum putus dan telah melebihi 5 bulan yaitu
No.3031/Pdt.G/2023, No. 1462/Pdt.G/2024, No.1006/Pdt.G/2024,
No.3186/Pdt.G/2023 No.344/Pdt.G/2024, No.826/POdt.G/2024,
No.1105/Pdt.G/2024 dan No.4164/Pdt.G/2023 serta No.1016/Pdt.G/2024
karena descente dan bukti .

Akibat

Penyelesaian perkara tidak sesuai yang diharapkan.

Rekomendasi

Agar perkara -perkara tersebut menjadi perhatian.

Kondisi

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria ;

1. KMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Kamar
Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Buku
Il edisi revisi tahun 2013, bagian bagian 7. Pelaksanaan Sidang, huruf (b)
tentang Berita Acara Sidang.

2. Pasal 197 ayat (1) R.Bg/ 152 H.I.R

Sebab

Ketidak telitian Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersidang, karena

didalam berkas perkara kemudian pada berita acara pada tanggal 10 Oktober

2024 dinyatakan bahwa dibacakan surat gugatan penggugat ternyata tidak

ditemukan surat gugatan penggugat.

Akibat

Tldak tertib administrasi persidangan berdasarkan ketentuan peratruan

perundang-undangan yang berlaku.
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Rekomendasi :
Segera melengkapi berkas perkara No. 3101/Pdt.G/2024 /PA JS dan Majelis

Hakim yang memeriksa perkara dan Panitera Pengganti yang mendampingi
Majelis Hakim harus lebih teliti dan tertib dalam menangani perkara serta harus

memiliki tanggung jawab terhadap perkara yang ditangani.

. Kondisi

Putusan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

Sebab
Putusan perkara No.1108/Pdt.G/2024/PA JS belum ditandatangani oleh ketua

serta hakim yang memutus perkara.

Akibat
Putusan belum sempurna.

Rekomendasi
Agar maijelis hakim menandatangani putusan tersebut.

. Kondisi

Penyitaan dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria
SK KMA No KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Il (edisi revisi
tahun 2013) Bab II, Huruf y angka 3 dan 4.

Sebab
Ketidak telitian Ketua Majelis dalam membuat penetapan hari sidang karena
dalam gugatan diajukan permohonan sita, sementara dalam perkara ini Ketua

Majelis tidak menggunakan PHS yang menjawab permohonan sita.

Akibat
Aturan tidak dilaksanakan secara utuh.

Rekomendasi

Agar Ketua Majelis menerapkan dan mempedomani ketentuan tentang
pembuatan penetapan hari sidang dan memperbaiki PHS perkara No. 1042
/Pdt.G/2024/PA JS..
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D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1.

Kondisi

Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan

anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Kriteria

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebab

Belum adanya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Akibat

Untuk pemeriksaan fisik barang/jasa belum sesuai ketentuan

Rekomendasi

Agar diikutsertakan pada pelatihan atau sertifikasi pegawai yang sesuai

dengan kualifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kondisi

Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan
anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022
Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja NegaraPeraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 37
ayat (2) disebutkan Pembayaran dengan UP kepada penerima hak
pembayaran paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Apabila
dalam kondisi tertentu terpaksa lebih dari 200 juta rupiah maka harus dibuat
Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA/PPK atas nama
KPAPeraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 34 ayat (2)
(KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriks_aan kas Bendahara
Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan); dan Pasal 37Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan
Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Sebab

Brankas berada di dalam ruangan kasubbag. umum dan keuangan.

Akibat

Letak brankas tidak aman.

Rekomendasi

Agar dibuatkan ruangan untuk bendahara.

. Kondisi

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS).

Sebab

APK tahun 2024 belum di buat dan SK tahun 2024 belum ada dan belum

mengikuti APK yang terbaru.

Akibat

APK masih terpisah dengan anjab.

Rekomendasi

Segera dibuat APK Tahun 2024.

. Kondisi

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
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